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BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

a,

1.

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang —

Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2754);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

a

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
~~ tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



6.

10.

li.
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15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6398};

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9¥Y

tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang
Administras! Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2914 Nomor 292, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 501):

ft

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
RKeuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6737};

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kenpala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomeor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
indencsia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
407) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kceuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3340);

Peraturan Permerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Repubhk [ndonesia Tahun 2019 Nomer 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224};

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
a2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik [Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2012
tentang Pedeman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754};

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negernl Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Neger) Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Gperasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Pengangegaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administras! Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

22, Peraturan Menten Dalam Negeri Nemor 9 Tahun 2071
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daeran
lentang Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belania Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
[Indonesia Tahun 2021 Nomor 431),

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Nepara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

2,
aa.

4

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakvat daerah menurut asas
oleonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesia
sebugaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkal
APBD adalah rencana keuangan tahunan dacrah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

1

5,



Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 2.415.977.776.368 (Dua triliun
empat ratus lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh hijuh juta tujuh rats
tuyuh puluh enam nibu tiga ratus enam puluh delapan nupiah}, terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dacrah dengan nncian
sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp. 2.011.258.427 840
b. Belanja Daerah Rp. 2.413.977.776368

(Defisit} /Surplus Rp. - 404.719.348.528f

Pembiaynaan Daerah
l. Penerimaan
2. Pengeluaran
Pembiavaan Netto

Rp. 404.719.348.528
Rp. O

Rp. 404.719.348.528

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Uraian lebih lanpat mengenai APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati terdiri dari :
1. Lampiran I

2. Lamptran II

3. Lampiran HI

4. Lampiran IV

. Lampiran V

f. Lampiran V1

7. Lampiran VII

8. Lampiran Vil

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rinclan Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan,
kKelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial,
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan_ bersifat
khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Dacrah, Organisasi, Program. Kegiatan,
sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minvak
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
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kKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayazan;

9. Lamypiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menunut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok.
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan.
Bcelanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Peraturan Dacrah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
icntang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat dacrah sesuai dengan kctentuan Peraturan Perundangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar osctlap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati tni dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 30 Desember 2022

Te

BUPATI INDRAGIRI HILIR,
ttd

H, MAD
Diundangkan di Tembilahan MUHAM WARDAN

pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRE HILIR TAHUN 2022 NOMGR 56

Al DENGAN ASLINYA

RIL

SETD

li

NIP. 19780406 200501 4 009


